BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Struktur Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di
Sulawesi sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
sebelumnya sehingga peneniliti dapat menarik kesimpulan dari Dampak

1. Fungsi Belanja Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
peningkatan Kemiskinan. Artinya setiap peningkatan fungsi belanja
ekonomi maka akan meningkatkan kemiskinan dan dapat di jelaskan secara
nyata.

2. Fungsi Belanja Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
peningkatan Kemiskinan. Artinya setiap peningkatan fungsi belanja
kesehatan maka akan meningkatkan kemiskinan dan dapat di jelaskan secara
nyata.

3. Fungsi Belanja Ketertiban dan Keamanan berpengaruh negatif dan tidak
signifikan terhadap peningkatan Kemiskinan. Artinya setiap peningkatan
fungsi belanja ketertiban dan keamanan maka tidak secara langsung
menurunkan kemiskinan.

4. Fungsi Belanja Lingkungan Hidup berpengaruh positif dan signifikan
terhadap peningkatan Kemiskinan. Artinya setiap peningkatan fungsi belanja
lingkungan hidup maka akan meningkatkan kemiskinan dan dapat di

jelaskan secara nyata.
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. Fungsi Belanja Parawisata dan Budaya berpengaruh negatif dan tidak

signifikan terhadap peningkatan Kemiskinan. Artinya setiap peningkatan
fungsi belanja parawisata dan budaya maka tidak secara langsung
menurunkan kemiskinan.

Fungsi Belanja Pelayanan Umum berpengaruh positif dan signifikan
terhadap peningkatan Kemiskinan. Artinya setiap peningkatan fungsi belanja
pelayanan umum maka akan meningkatkan kemiskinan dan dapat di jelaskan
secara nyata.

Fungsi Belanja Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
peningkatan Kemiskinan. Artinya setiap peningkatan fungsi belanja
pendidikan maka akan meningkatkan kemiskinan dan dapat di jelaskan
secara nyata.

Fungsi Belanja Perlindungan Sosial berpengaruh positif dan signifikan
terhadap peningkatan Kemiskinan. Artinya setiap peningkatan fungsi belanja
perlindungan sosial maka akan meningkatkan kemiskinan dan dapat di
jelaskan secara nyata.

Fungsi Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum berpengaruh positif dan
signifikan terhadap peningkatan Kemiskinan. Artinya setiap peningkatan
fungsi belanja perumahan dan fasilitas umum maka akan meningkatkan
kemiskinan dan dapat di jelaskan secara nyata.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan sebelumnya, maka peneliti

mengajukan saran sebagai berikut:
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Berdasarkan kesimpulan bahwa belanja fungsi ekonomi berpengaruh positif
terhadap kemiskinan, itu artinya secara tidak langsung dapat meningkatkan
kemiskinan dikarekan beberapa faktor. Diharapkan pemerintah harusnya
lebih memperhatikan anggaran ini sudah direalisasikan sesuai dan tetap
sasaran. Mengingat belanja ekonomi banya dipergunakan untuk biaya-biaya
program sarana dan prasarana, transportasi, pertanian, dan program ekonomi
lainnya yang seharusnya diharapkan bisa mensejahahterakan masyarakat dan
mengurangi kemiskinan.

Belanja fungsi kesehatan tidak dapat mengurangi kemiskinan, dilihat dari
penelitian yang pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab
pemerintah. Biaya kesehatan bagi orang berpenghasilan tinggi mungkin
dianggap murah, tetapi untuk kalangan menengah kebawah malah sebaliknya.
Jadi pemerintah diharapkan lebih mengoptimalkan program-program yang
ada, misalkan untuk BPJS kesehatan benar-benar dilihat apakah tepat sasaran
penyalurannya dimasyarakat dan pelayananya juga diperhatikan. Karena
secara logis orang sakit tidak bisa bekerja, itu artinya tidak berpenghasilan
dan dapat meningkatkan kemiskinan.ada. Fungsi kesehatan sendiri digunakan
untuk membiayai

Dari hasil penelitian belanja fungsi ketertiban dan keamanan berpengaruh
negatif terhadap kemiskinan, itu artinya kemiskinan menurun. Di karenakan
pemerintah memfokuskan pada program yang ada. Untuk itu pemerintah
diharapkan lebih mengoptimalkan anggaran yang ada dengan menambah

program-program baru.
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4 Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi belanja lingkungan hidup
berpengaruh positif terhadap kemiskinan dimana fungsi belanja lingkungan
dapat mengingkatkan kemiskinan. Dikarenakan tidak ada kesadaran dari
masyarakat untuk menjaga lingkungan. Lingkungan yang sehat akan

membuat badan sehat. Seseorang dapat menghasilkan uang ketika bekerja.
Ini menjadi tanggung jawab pemerintah bagaimana menumbuhkan kesadaran

pada masyarakakat pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Dengan
adanya anggaran belanja fungsi lingkungan hidup mampu menjadikan
lingkungan bersih, nyaman, misalkan dengan membangun taman, atau
menaikan upah  bagi pekerja kebersihan lingkungan.

4 Melihat secara umum output belanja pariwisata dan budaya menjadi kontribusi
yang baik bagi daerah dan nasional. Semua kegiatan yang berhubungan dengan
pariwisata menciptakan pendapatan bagi masyarakat dan daerah seperti
pengeluaran pariwisata yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat
langsung dalam pariwisata seperti hotel, restoran, biro perjalanan, dan pemandu
wisata. Hal tersebut sejalan dengan hasil dari penelitian dimana belanja
pariwisata dan budaya menghasilkan hasil yang negatif. Tentunya sangat baik
dimana dapat menurunkan kemiskinan, sehingga kedepannya bagi pemerintah
daerah dan pusat lebih meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat
memberikan kenyamanan dan mendorong lebih banyak daya tarik bagi
wisatawan. Yang pada akhirnya pendapatan pariwisata dapat menciptakan
struktur ekonomi yang lebih baik, pada gilirannya dapat merangsang

perekonomian masyarakat dan derah.
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5 Hasil penelitian menunjukan bahwa belanja pelayanan umum berpengaruh
positif terhadap kemiskinan. Dimana pemerintah mengalokasikan anggaran
lebih terpusat pada belanja pengadaaan pelayanan umum vyang pada
kenyataannya output yang dihasilkan dari kegiatan ini tidak cukup baik yang
dapat menambah kemiskinan yang sedang terjadi. Sehingganya pemerintah
perlu lebih jeli dalam pengambilan keputusan kebijakan dimana output
kebijakan yang dihasilkan harusnya mengurangi kemiskinan.

6 Berdasar pada penelitian ini belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap
kemiskinan. Fenomena ini dapat disebabkan karena, sulitnya bagi masyarakat
miskin untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi yang biasanya
dikaitkan dengan kurangnya biaya, sementara gelar sarjana sering
dipersyaratkan untuk beberapa bidang pekerjaan dan banyak lulusan sarjana
memilih untuk tidak mencari pekerjaan karena pekerjaan yang ditawarkan tidak
sesuai dengan keahliannya atau penghasilan yang tidak sesuai dengan harapan.
Pada akhirnya tugas dan peran dari pemerintahlah dalam meningkatkan sumber
daya manusia, meninjau kembali apakah anggaran yang dialokasikan untuk
belanja pendidikan tetap sasaran, memberantas pungli yang terjadi didunia
pendidikan dan kebijakan lainnya perlu diperhatikan.

7 Secara fungsi belanja perlindungan sosial hanya penanggulangan kemiskinan
berbasis bantuan dan bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar,
pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin
tidak untuk mengurangi dan membrantas kemiskinan. Dari kacamata penulis

dalam melihat problemmatika kegiatan tersebut alangkah baiknya sebagian
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anggaran yang begitu besar dialokasikan pada peningkatan kualitas sumber
daya manusia, bantuan apresiasi terhadap kekayaan intelektual, mendorong
UMKM go internasional dan sebagainya.

Belanja sektor perumahan dan fasilitas umum berpengaruh positif terhadap
kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh buruknya kualitas infrastruktur umum dan
banyaknya pemukiman kumuh, yang menyebabkan meningkatnya kemiskinan.
Pemerintah perlu meringankan biaya perumahan dan mengurangi biaya fasilitas
umum serta memperbaiki fasilitas dan pemetaan wilayah yang lebih baik dalam

jangka panjang.
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